
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 30 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR, DENGAN PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG 

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 
WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pemberian Santunan Kematian sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pemberian Santunan Kematian sudah tidak 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang 

pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dicabut 

sesuai Peraturan Perundang-undangan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan 
Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian 
Santunan Kematian Sebagaimana Telah Diubah 
Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Walikota 

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 



Mengingat 
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Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemberian Santunan Kematian 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahuiu) tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 

Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ten tang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat 
Indonesia 

Daerah (Lembaran 
Tahun 2016 Nomor 

Negara Repubiik 
114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 



Menelapkan : 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blilar Tahun 2018 Nomor 6); 

14. Peraturan Walikola Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemberian Santunan Kematian (Berila Daerah Kola 

Blitar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan 
Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikola Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah 
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 39) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG 

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN 
WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 

2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN 

Pasal I 

Peraturan Walikola Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan 
Kematian (Berita Daerah Kola Blitar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Walikola Nomor 39 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Walikola Nomor 12 
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Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Blitar 
Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 2 
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di : Blitar 
Pada Tanggal : 1 Maret 2021 

WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 
Pad a tanggal 1 Maret 2 021 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 
Hermansyah Permadi 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 30 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

AHMA�ONI, S.H 
Pembina Tk I 

NIP. 19670909199803100 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)

